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DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 

Oleh: 

Ajda Afifah Nuriadin1,  Rahmida Erliyani2  

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 102 Halaman 

 

Notaris sebagai pejabat umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam perkembangannya, 

sistem peradilan Indonesia menghadapi tantangan besar berupa 

meningkatnya jumlah dan kompleksitas sengketa perdata yang menyebabkan 

beban pengadilan semakin berat. Kondisi ini mendorong berkembangnya 

mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR), khususnya mediasi, 

yang menawarkan penyelesaian lebih cepat, hemat biaya, dan mampu 

menjaga hubungan baik antara para pihak. Dalam konteks inilah peran notaris 

menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 

Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk bertindak sebagai "penengah" 

antara para pihak sebelum pembuatan akta dilakukan, yang mencerminkan 

perubahan paradigma fungsi notaris dari sekadar pejabat administratif yang 

pasif menjadi pihak yang aktif menjaga keseimbangan kepentingan hukum 

para pihak. Namun demikian, pengaturan tersebut menimbulkan kekaburan 

norma karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi 

maupun batasan yang jelas mengenai makna "penengah," sehingga 

menimbulkan pertanyaan mendasar apakah notaris dapat secara hukum 

diakui dan dioptimalkan sebagai mediator bersertifikat dalam sistem 

penyelesaian sengketa di Indonesia, serta bagaimana implikasi hukumnya 

apabila notaris menjalankan fungsi tersebut. Persoalan ini semakin kompleks 

mengingat banyak sengketa perdata seperti waris, jual beli tanah, dan 

perjanjian bisnis justru berawal dari akta notarial yang ambigu, sehingga 

notaris berpotensi menjadi aktor kunci dalam transformasi peran dari 

penengah preventif menuju mediator substantif. 

Penelitian ini difokuskan pada analisis dan pengkajian terhadap 

pengembangan peran notaris sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa 

perdata serta mengidentifikasi bentuk-bentuk optimalisasi peran notaris agar 

dapat berfungsi sebagai mediator tanpa mengesampingkan sifat jabatan 

notaris sebagai pejabat umum yang independen dan tidak memihak. Selain 

itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji implikasi hukum dari peran notaris 

sebagai mediator dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan 

Kode Etik Profesi Notaris, khususnya terkait batas kewenangan, tanggung 

jawab jabatan, serta potensi pelanggaran etika dan konsekuensi hukum yang 
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dapat timbul. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan, memperkaya kajian 

akademik terkait perluasan atau pembatasan peran notaris yang mengarah 

pada fungsi mediator, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbang 

pemikiran dan solusi bagi pengembangan profesi notaris, memberikan 

informasi bagi para notaris dalam menjalankan jabatannya, serta menjadi 

masukan bagi pembentukan kebijakan dan pengaturan hukum yang lebih jelas 

mengenai kedudukan notaris dalam sistem penyelesaian sengketa di 

Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau 

doktrinal, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan secara bersamaan, 

yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah 

seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, pendekatan 

konseptual yang bertolak dari pandangan dan doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum, serta pendekatan kasus yang mengkaji penerapan norma 

dalam praktik nyata. Penelitian ini bersifat preskriptif, artinya bertujuan 

memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan 

berdasarkan temuan penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan 

hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal 

hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan 

hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian diolah dan 

dianalisis secara sistematis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya dapat 

dioptimalkan untuk menjalankan fungsi sebagai mediator bersertifikat karena 

secara normatif tidak terdapat larangan dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris maupun Kode Etik Notaris yang secara tegas melarang notaris 

merangkap profesi sebagai mediator. Pasal 17 Undang-Undang Jabatan 

Notaris yang mengatur larangan rangkap jabatan tidak mencakup mediator 

karena mediator bukanlah jabatan permanen melainkan fungsi yang bersifat 

kasuistis. Bahkan, prinsip imparsialitas yang melekat pada jabatan notaris 

berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris sejalan 

dengan prinsip netralitas mediator, sehingga notaris sejatinya memiliki 

prasyarat etis yang lebih kompatibel dengan fungsi mediator dibandingkan 

banyak profesi hukum lainnya. Optimalisasi ini juga selaras dengan semangat 

penyelesaian sengketa secara damai yang telah lama mengakar dalam hukum 

Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun demikian, apabila notaris 

merangkap sebagai mediator sekaligus pembuat akta dalam perkara yang 

sama, timbul implikasi hukum yang serius. Pertama, independensi notaris 

sebagai pejabat umum dapat dipertanyakan sehingga akta berpotensi 

terdegradasi menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 

KUHPerdata. Kedua, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pembatalan 
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akta atas dasar cacat kehendak berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata atau 

pelanggaran Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketiga, notaris dapat 

digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas perbuatan melawan 

hukum, serta dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 85 Undang-

Undang Jabatan Notaris mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak 

hormat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa notaris hanya berwenang 

menghasilkan akta kesepakatan yang tidak berkekuatan eksekutorial, bukan 

akta perdamaian sebagai produk yudisial pengadilan, sebagaimana 

diilustrasikan dalam analisis Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PN-Bna. 

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang 

Jabatan Notaris atau peraturan pelaksananya dengan menambahkan 

pengaturan yang secara eksplisit memuat definisi fungsi penengah notaris, 

kemungkinan menjadi mediator bersertifikat, larangan konflik kepentingan, 

mekanisme pelaksanaan mediasi oleh notaris, serta bentuk 

pertanggungjawabannya, guna memberikan kepastian hukum yang 

menyeluruh. 
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ABSTRACT 

Kata Kunci: Notaris, Penengah, Mediator, Penyelesaian Sengketa, Implikasi 

Hukum, Akta Otentik, Kode Etik Notaris. 

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Notaris sebagai Penengah dalam 

Penyelesaian Sengketa." Penelitian bertujuan menganalisis pengembangan 

peran notaris sebagai penengah menuju fungsi mediator serta mengkaji 

implikasi hukumnya dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan 

Kode Etik Profesi Notaris. Secara teoritis penelitian ini memperkaya kajian 

hukum kenotariatan, sedangkan secara praktis menjadi masukan bagi 

pengembangan profesi notaris dan pembentukan kebijakan hukum yang lebih 

jelas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersifat preskriptif, serta 

bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan 

melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat 

dioptimalkan sebagai mediator bersertifikat karena tidak terdapat larangan 

tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. 

Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mencakup mediator karena 

mediator bukan jabatan permanen melainkan fungsi kasuistis. Prinsip 

imparsialitas notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Jabatan Notaris sejalan dengan prinsip netralitas mediator, sehingga notaris 

memiliki prasyarat etis yang kompatibel. Optimalisasi ini selaras dengan 

semangat perdamaian dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999.                                              Apabila notaris 

merangkap sebagai mediator sekaligus pembuat akta dalam perkara yang 

sama, timbul implikasi hukum serius. Akta berpotensi terdegradasi menjadi 

akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata, dapat dibatalkan 

berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, dan notaris dapat digugat berdasarkan 

Pasal 1365 KUHPerdata serta dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 

85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini merekomendasikan revisi 

Undang-Undang Jabatan Notaris yang secara eksplisit mengatur fungsi 

penengah, larangan konflik kepentingan, dan mekanisme 

pertanggungjawaban notaris sebagai mediator. 
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